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PEMERINTAI-I KABUPATEN BANG KALAN

PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN BANGKALAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAI1

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA TI BANGKALAN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk

memberikan oelayanan kepada masyara~at serta untuk memperoleh manfaat

ekonomis, manlaat sosial dan/atau manlaat lainnya perlu diiaksanakan
Investasi Pemcrintail Daerah;

b. bahwa bcrdasa,kan pcrtimbangan scbagairo.<.ma dimaksud pada hUluf a,

perlu memb6ntuk Peraturan Daerah tenlang Inveslasi Pemerinlah Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lenlang Pembenlukan Daerah-

D8er8h K8b,J[J81f,>r.d818m Unkung8n Pro[Jinsi J.aw8 Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 Tambahan Berila Negara Republik

Indonesia Nomor 09) sebagaimana lelah diu bah dengan Undang-Undang

Nomor 2 T2hun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Und3ng Nomor 17 Tahun 2003 lenlang Keuangan Negara
(Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran l\Iegam Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undanq Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan Negara
(Lembaran l~e'JaliJ RefJubhk Indunesia Tehun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undar.!) Nomor 10 Tahun 2004 \entang Pembenlukan Peraluran

Perundang-und!1ngan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tnmbnhn'1 Lcmbnmn Ncgnrn Republik Indonesia nomoI 4387);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlang Pemeriksaan, Pengolaan
dan T,mggullq Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiA Nomor 44(0): ~

6. Undang-Und::mg Nomor 32 'Tahlln 2004 tenlang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara F,epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
L.embaran Negara '''epllbhk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
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dlubah lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 );

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (enlang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerinlah Pusal dan Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara

Rcpublik indoncsi(l T(lhun 2004 Nomer 126, T(lmb(lhm1 Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 lenlang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran NF;gara RF;publik Indonesia Nomar 4724);

9. Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 lenlang Siandar Akunlansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraluran Pemerinlah Nomor 54 Tahun 2005 lenlang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Neg(lra Republik Indonesia Nemor 4574);

11. Peraluran Pernerinlah Nomor 55 Tahun 2005 len lang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran l'legarfJ Republik indonesia I~omor <1575);

12. Peraluran Pemerinlah Nomor 56 Tahun 2005 lenlang Sislem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomer 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. rerutuI,:m Pcmcrint<Jh Nomor 57 Tnhun 2005 teilt;::xng Hibah Kepadn Dnernh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta~un 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara F:epublik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lenlang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namar 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraluran Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 lenlang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara

Republil>: Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraluran Pernerinlah Nomor 6 Tahun 2006 lenlang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 20, Tarnbahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagairnana leldh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2008 (LemlJaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraluran Peml~rinlah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian Urusan

f'cmerintar.(lr, ::mtara f'emcnnl(lh. ['emerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daprah Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tariun 2ll0? Nomar 82. Tamb8hi'1n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4737);
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18. Peraturan Pemerintah NomoI' 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomoI' 14);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 59 Tahun 2007;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 15 T2hun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Daerah;

21. Peraturan Mente'i Dalam Negeri NomoI' 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Prodllk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 17 Tohun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pe:lgawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daer2h.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN R,\KYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

dan

BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEr.J.ERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ,ni yang dimai<.suddengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan

2. Pemerinlah D8erah adalah Pemerinlah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daeran adalan Bupali Bangkalan.

4. Anggaran Fendap"tdn dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Kabupaten Bangkalan

5. Pejabat Pengelcla Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah. Kepala 13aginn Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

6. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau

barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi

pembelian surat berharga dan investasi langsuny, yang mampu

mengernbalikan nilai pokok di tam bah dengan manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manlaat lainnya.

7. Surat Berharga ad81ah saham dan/atau surat utang.
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8. Investasi lang sung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman

oleh Pemerintah Daerah (berupa dana dan/atau barang) untuk membiayai
kegiatan usaha.

9. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan

usaha dengan mendapat hak kepemllikan termasuk pendirian Perseroan
Terbatas da:1 nt.,u rengambilalihan rerser0an ;erbatas.

10. Pemberian Pinjaman adalah bentuk invesatsi pemerintah daerah pada Badan

Usaha, Badan I.llyanan Umum (BLU) Kabupaten, dan Badan Layanan Umum

Daerah (8LUD) dengan hak mmeperoleh pengembalian berupa pokok
pinjamRn, hun<]8 (18n/RI811hiaY8 18innY8.

11. Badan Usaha lldalllh badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbalas,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan
koperasi.

12. Badan/Lembaqa yang ditunju~. adalah Saluan Kerja Perangkal Daerah

(SKPD) yang ditunjuk oleh Kepala Daerah unluk melakukan investasi
Pemerinlah Daeroh

13. Penasehal ,nvestasi adalah tenaga profesional dan

memberi nasehal mengenai inveslasi pemerinlah
BadaniLernbaga yang dltunJuk.

14. Kas Umuf'1 Daerah adalah lempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah unluk menampung seluruh penerimaan

Daerah dan digunakan untuk membayai' seluruh pengeluaran daerah.
15. Rckcning I~as Umum Dacrah adal<:lh Rckcning tempat penyimpanan uang

daerah yang ditenlukan oleh Kepala ()aerah untuk menampung seluruh

penerimaan Daerah dan digunakan unluk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

1R nivestllsl Rrl818h renjuRI8n Sllrllt herh8rgR dan/Iltau kepemilikan Pemerintah

Daeroh, balk sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

17. Pe~anjian Kerjasama adalah kesepakalan tellulis dalam rangka penyediaan

infraslruklur dan bidang lainnya antara Kepala Daerah dengan Badan Usaha.

18. Pe~anjian Investasi adalah kesepakatan tertulis kerjasama dalam rangka

penyediaan investasi antara Kepala Daerah dengan Badan Usaha sebagai
Pelaksanaan perjanjian ke~asama dam rangka penyediaan infrastruktur dan
bidang lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

(1) Invcstasi r()mcrintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial, dan/atau manlaat lainnya.

(2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka
memajllkan kespj8hter88n'lImum



, " 5

BAB III

SENTUK-SENiUK INVESTASI DAERAH

Pasal3

(1) Inveslasi Pemerinl3n Daerah dilakukan dalam benluk:

'l. Invcsl'lsi Sum: [3crh'lrg'l: d'lr./'ll'lu
b. Inveslasi Langsung.

(2) Inveslasi Sural Serharga sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a
meliputi:

a. Invest8si den(J;ln cara rembelian sah'lm; dan/atau

b. Investasi dengan cara pembelian surat utang.

(3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Penyertaan Modal; dan/alau

b.Pemberian Pinjaman.

(4) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan badanllembaga yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(5) Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal4

Investasi surat berharga sebagaimana dimaksl'd dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

dapat dilakukan dengan cara pembelian saham dan/atau pembelian surat utang
oien Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang telah berbadan hukum.

PasalS

Invest<lsi L<lngs:.:r.g scb<lg<lim<ln<ldim<lksud d<ll<l", P<lsnl 3 nynt (1) huruf b dnpnt
dilakukan dengan cara:

a. Ke~asama invest'.lsi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha

dan/atau Badan Layanan Umum (BLU) dengan Pola Kerjasama Pemerintah
Oaerah dnn SWFlstA:dAn!"'!AlI

b. Ke~asama inveslasi anlara Pemerintah Da"rah dengan Badan Usaha,
Badan Layanan Umum (BLU), Pemerinlah ProvinsilKabupaten/Kota, Badan

Layanan Unlum Daerah (BLUD), dan/atau badan hukum asing, dengan
selain Pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Pasal6

Investasi Langsurlg sebagaimana dimaksud dRlam Pasal 3 ayat (1) huruf b

meliputi bidang inf~astrllktur dan bidang lainnya yang diatur dalam kewenangan
dan urusan Pemerintah Daerah.
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BAB IV

SUMBER DAI~A INVESTASI

Pasal7

(1) Sumber DanCl investasi dapal berasal dari:

<:l.Angg<:lror, Pcnd<:lpoton d<:ln8elDnj<:lD<:lcmh
b. Keuntungan investasi terdahulu;

c. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
dan/atau

d. Surnher-s"mb",r l'linnya Y'lng ''lh.

(2) Dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari

perencanaan, pengawasan dan penatausahaan mengacu pada pedoman
pengelolaan keuangan yang berlaku.

(3) Sumber dana inveslasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

(4) Penganggar<:ln sumber dana Investasi Pemerintah Caerah sebagaimana

dimaksud pada ayat 3, tidak termasuk surnbangan, hibah/banluan dalam
bentuk bar2ng.

BABV

KEWENANGAN
Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Jenis Kewenangan Pengelolaan

Pasal8

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh
badanllernbaga yang dilunjuk oleh Kepala Daemh.

Pasal9

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 meliputi kewenangan:
a. Regulasi;

b. Supervisi; dan

c. Operasional

8<:lgi<:lnl';cduD

Kewenangan Regulasi

Pasal10

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi :;ebagairnana dimakslld dalam
Pasal 9 huruf a, Badan/Lembaga yang ditunjuk selakll pengelola Investasi
Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a. merumuskan k.ebijakan, mengatur, dan menelapkan pedoman ~engelolaan
Investasi ?emerinlah Daerah
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b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi
Pemerintah Deterah; detn

c. menetapkan lata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek

penyediaan Investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian

atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan
pcmenuhan Parjo.nj:o.n lnveztasi.

Bagian Ketiga

Kewenangan Supcrvisi
P8S8111

(1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf b, Badan/lembaga yang ditunjuk selaku pengelola
Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas
pelaksanaan Inveslasi Pemerintah Daerah;

b. memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan
dukungan anggaran Pernerintah Daerah;

c. mengevaluasi secara berkesinambungetn mengenai pembiayaan dan

keuntungnn Dot;')S pclo.ksnno.o.n lnvcstnsi Pemcrinto.h Dnernh dalam jo.ngkn
waktu tertent1j; dan

d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan

dengan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang
18innya, term8SIIk 8r8hil8 terj8di kegagalan !'lemenuhan kerjasama.

(2) Untuk menyelenggarakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayal (1), Badan/Lembaga yang dih.:njuk membentuk Tim Pengawas
investasi Pemenntah Daerah yang bersifat ad hoc.

Bagian Keempi1t

Kewenangan Operasional
Pasal 12

Dalam rangka pei"ksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf c, Badan/Lembaga yang ditunjuk selaku pengelola Investasi
Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana Investasi

Pemerintoh Doernh dmi Badon Usoho, BLU, Pemerintoh

ProvinsilKabupaten/Kota, BLUD, dan/atau Badan Hukum Asing;

b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah daerah yang
berasal dari AilggarFln Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. menetapkan stRt;IS dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam
rangka Investasi Pemerintah Daerah;

d. melakukan Perjnnjian Investasi dengan 8adan Usaha terkait dengan
penempatan dana investasi;



e. melakukan pengendalian alas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan
Inveslasi Pellleriniah Daerah.

f. mengusulkan rekomendasi alas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;

g. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah yang
dialur dalam pmjanjian kerjasama inveslasi;

h. menyusun C<lnrr,cn<lnd<lt<lng<lniperj<lnji<ln kerj<ls<lm<linveslasi;
I. mengusulkan perllbahan pe~anjian ke~asama investasi;

j. melakukan lindakan unluk dan alas nama Pemerinlah apabila terjadi

sengketa alau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ke~asama
investasi;

k. melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah dan Divestasinya; dan

I. apabila diperlukan, dapat mengangkal dan memberhentikan Penasihat
Investasi.

BABVi

TATA CARA DAN PENGELOLAAN

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Lingkup Pengelolaan

Pasal 13

Lingkup pengelolaan investasi Pemerinlah Daemh meliputi:
01. r'erenC;)n<l<ln.

b. Pelaksanaan investasi.

c. Penalausah"18n dan pertanggungjawaban inve~tasi.
d. Pengawasan;dan
e. Diveslasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Kebutuhan dan Ar,alisa Resiko

Pasal14

(I) Perencanaan Investasi Pemerinlah Daerah meliputi:

a. Perencanaari Investasi Pemerintah Daerah oleh Badan/Lembaga yang
ditunjuk;

b. Perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran
Pend<lr<lt<ln d<ln Bcl<lnj<lD<lcmh.

(2) Perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun setiap lahun anggaran dan
ditelapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Ketenluan lebih lanjul mengenai lala cara penyusunan perencanaan

Inveslasi Pemerinlah Daerah sebagaimana dir:1aksud pada ayat (1) dialur
oleh Kepala Daerah.
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Pasal 15

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah,

Badanl/embaga yang ditunjuk wajib menerapkan manajemen risiko.

(2) Ketentuan lebih I<mjut mengenai manajeman risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dialur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keliga

Pelaksanaan InveEtasi.

Paragraf 1

Investasi dengan Cara Pembelian Surat Berharga
Pasal16

(1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan alas saham yang
diterbitkan perusahaan.

(2) Invc5tm;i dcngnn C<1mpcmbclinn sumt utnng dnpnt dilnkuknn atas 5urat
utang yang diterbitkan Perusahaan, Pemerintall, dan/alau Negara lain.

(3) Pelaksanaan inveslasi sebagaimana dimaksud pad a ayal (1) dan ayat (2),

didasarkan pada penilaian kewajaran harga sural berharga yang dapal
dilakukan oleh Pen8sihat Inveslasi.

(4) Pelaksanaan inveslasi dengan cara pembelian sural ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat ulang
memberikan opsi pembelian sural ulang kembclli.

Pasal'17

(1) Untuk melakukan pembelian saham sebag2imana dimaksud Pasal 15 perlu
disediakan dananya terlebih dahulu dalam APBD.

(2) Investasi Pemcrintah Daerah dapat di;:mggarkan apabila jumlah yang akan

disertakan dalam lahun anggaran berkenaan telah diletapkan dalam
Peraturan Daerah.

Paragr8f 2

Investasl Langsung dengan Cara Penyertaan Modal alau

Pemberian Pinjam8n

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Investasi Langsung melc:lui penyertaan modal dan/alau

pemberian pinjarnan dilakukan oleh Badan/lembaga yang dilunjuk, Badan

Usaha, BLU. Pemnrintah Provinsi/Kab'Jpaten/Kola lain, BLUD, dan/atau
Badan Hukum Asing

(2) Pelaksanaan inveslasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu lebiil dari 12 (dua belas) bulan.
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Pasal 19

Setiap melakukan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Investasi Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Akutansi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen

Pasal 20

(1) Badan/Lembaga yang ditunjuk menyelenggarakan akuntansi atas

pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerar. dengan mengacu kepada Standar
AkuntAnsi PernerintAh (SAP)

(2) Badan/Lembaga yang ditunjuk wajib menalausahakan dan memelihara

dokumen pengelolaan Inveslasi Pemerintah Daerah sesuai dengan
kelenluan peraluran perundang-undangan.

Paragraf 2
Pertanggungjaw:3ban Keuangan

Pasal21

(1) Kepa!a Bada!1/Lembaga yang ditunjuk bertanggung jawab atas
pengelo!aan dana dan barang yang berada dalam kewenangannya
kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Badan/Lembaga yang dilunjuk bertanggung jawab kepada
Bupati dari segi hak dan kewenangan investasi serta ketaatan terhadap
peraluron atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang
berkailan dengan Inveslasi Pemerintah Daerah.

Paragraf ::;
Laporan Keuangan

Pasal22

(1) Kepala Badan/Lembaga yang dilunjuk wajib menyusun laporan keuangan
dan kinerja.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan satuan
kerja, sebagili bagian yang tidak lerpisahkan dari laporan keuangan dan
kinerja Pemerintah Caerah selaku entitas pelaporan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) disampaikan kepada Kepala
Daerah selaku "uasa umum pengelola keuangan daerah.
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Pasal 23

(1) Laporan keuangan Kepala Badan/Lembaga yang dilunjuk yang belum diaudil
disampaikan kepada Kepala Daerah selia;J lahun anggaran paling lambal 2
(dua) bulan selelah lahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan Kepala Badan/Lembaga yang dilunjuk, yang lelah diaudil
disampaiknn kepnd:i !<.epala Daerah seliap 13hun anggaran paling lambat 5
(lima) bulan s"ltelah tahun anggaran berakhir.

Pasal24

(1) Badan/Lembag'l yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan investasi kepada Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah
transaksi perubahan.

(2) Kelenluan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) diatur lebih lanjul dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal25

(1) Badan/Lembaga yang dilunjuk melakukan pengawasan dalam rangka
pelaksanaan kewenangan supervisi seb'3gaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat(4).

(2) Pimpinan lembaga leknis melakukan ;.Jengawasan atas pelaksanaan
perjanjian kE:riasama.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud p'3da ayat (1) dan ayat (2) meliputi
pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Bagian Keenam
Divestasi
Pasal26

(1) Badan/Lembaga yang ditunJuk rnelakukan Dlvestasi Surat Berharga sesuai
dengnn masa 'Na~.tuynng telnh d,tenhkan.

(2) Dalam keadaan ter1entu. Badanllembaga yang ditunjuk dapat
Divestasi lerhadap sural herharga sebelum masa waktu
ditentukan.

(3) Badan/Lembaga yang ditunjuk dapat melakukan
kepemilikan investasi lang sung dengan terlebih
persetujuan Kepa'a Daerah.
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BAB VII
HASIL USAHA

Pasal27

Bagian laba atall hasil usaha investasi Pemerintah Daerah yang menjadi hak
daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Rekening
Kas Umum Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pas,,; 28

Kepala dan Pegaw8i Badan/Lembaga yang ditL'njuk dilarang terafiliasi dengan
Badan Usaha yang menjadi penerima Investasi Pemerintah Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal29

Pada saat Peraiuran Daerah ini mulai I::erlaku, maka investasi Pemerintah

Daerah yang telah dilaksanakan wajib diadakan penyesuaian dalam v/aktu paling

lambat 12 (dua belas) bulan, kecuali yang telah diatur berdasarkcln Peraturan
Daerah lersendiri.

BABIX

KETENTUAN PEN:.JTUP

Pasal30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten

Bangkalan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Bangkalan pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1989
Nomor 9/C) dicabul dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaall Investasi Pemenntah Daerah akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.
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Pasal32

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar seliap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraluran
Daerah ini denga'l penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Dilelapkan di Bangkalan

pada langgal 2 9 JUt 2010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN 2010 NOMOR ..f'E
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